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ABSTRAK 

Perkembangan teknologi yang begitu cepat memberikan perubahan yang begitu 

cepat pula dalam kehidupan manusia. Dimana perkembangan teknologi member 
dampak negative yaitu munculnya berbagai jenis pelanggaran dan bahhan 
kejahatan. Kejahatan dalam dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial 

yang akan dihadapi manusia, masyarakat atau negara. Faktanya pelanggaran 
ataupun kejahatan yang dilakukan oleh manusia sangat sulituntuk dihilangkan 

secara menyeluruh, yang dapat dilakukan adalah dengan menimalisir ataupun 
mencegah agar pelanggaran atau kejahatan itu tidak terjadi. Maka untuk itu 
sebuah Negara memberikan reaksi berupa larangan perbuatan melawan  hokum 

serta memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Terkait dengan perkembangan 
teknologi saat ini perbuatan yang menyita perhatian publik yaitu penghinaan 

(Belediging). Penghinaan (Belediging) merupakan tindakan komunikasi yang 
dilakukan oleh seorang individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, 
penghinaan atau cacian kepada individu atau kelompok lain dalam berbagai aspek 

seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, cacat fisik dan lainnya.  

Kata Kunci: Undang-Undang Informasi, Transaksi Elektronik, Hukum Pidana 

 

PENDAHULUAN 

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dan hukum pada umumnya, memang 

tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukum-hukum lain, semua 
hukum memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma 
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yang diakui di dalam hukum itu benar-benar ditaati orang. 

Tindak pidana merupakan suatu bentuk pelanggaran yang dilakukan seseorang 
berkaitan dengan suatu tindakan yang dilakukan yang bertentangan dengan 

undang-undang serta merugikan orang lain. Tindak pidana dapat terjadi kepada 
siapa saja  dan dengan cara yang beraneka ragam, sesuai dengan kemajuan 
teknologi, seperti dengan menggunakan media sosial. 

Pengabdian ini dilaksanakan di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia 
(UPMI) Medan. metode pelaksanaan yang digunakan adalah melalui kegiatan 

ceramah, diskusi dan tanya jawab tentang Penerapan Tindak Pidana Penghinaan 
Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dan 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Universitas Pembinaan 

Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan. Acara sosialisasi ini melibatkan seluruh 
mahasiswa di lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) 

Medan untuk lebih memahami Penerapan Tindak Pidana Penghinaan Menurut 
Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dan Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Universitas Pembinaan Masyarakat 

Indonesia (UPMI) Medan. Adapun hasil diskusi dalam kegiatan Sosialisasi 
tentang Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Perintah 

Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 482/Pdt.G/2016/Pn.Mdn Di Universitas 
Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan dapat berjalan dengan lancar. 
Semua peserta terlihat antusias dan merasakan manfaatnya. Keberhasilan ini 

ditunjukkan antara lain: (1) Adanya kesesuaian materi dengan kebutuhan para 
guru untuk memahami tentang Penerapan Tindak Pidana Penghinaan Menurut 

Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dan Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Universitas Pembinaan Masyarakat 
Indonesia (UPMI) Medan. (2) Adanya respon yang positif dari peserta yang 

ditunjukkan dengan adanya diskusi yang cukup hangat dalam rangka 
implementasi Penerapan Tindak Pidana Penghinaan Menurut Undang-Undang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dan Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) 
Medan. 

Bagaimana aturan hukum tentang penghinaan atau pencemaran nama baik dalam 
KUHP. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama 

baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP, yang terdiri 
dari 3 (tiga) ayat.  Menista dengan surat (smaadschrift) – Pasal 310 ayat (2). 
Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan “dengan 

sengaja” untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama 
baik orang lain. Dengan demikian, unsur-unsur Pencemaran Nama Baik atau 

penghinaan (menurut Pasal 310 KUHP) adalah: 
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1. Dengan sengaja; 

2. Menyerang kehormatan atau nama baik; 

3. Menuduh melakukan suatu perbuatan; 

4. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum. 

Apabila unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik ini hanya diucapkan 

(menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) 
KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar 
yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka 

pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) KUHP. 

Hal-hal yang menjadikan seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal 

pencemaran nama baik atau penghinaan adalah : 

1. Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum; 

2. Untuk membela diri; 

3. Untuk mengungkapkan kebenaran. 

Dengan demikian, orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun 

tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau 
tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah. 
Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat dikemukakan bahwa pencemaran nama 

baik bisa dituntut dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP, apabila perbuatan tersebut 
harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam perbuatannya 

terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dicemarkan (dihina) itu telah melakukan 
perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang 
banyak).  

Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak 
pidana (menipu, menggelapkan, berzina dan sebagainya), melainkan cukup 

dengan perbuatan biasa seperti melacur di rumah pelacuran. Meskipun perbuatan 
melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang 
bersangkutan apabila hal tersebut diumumkan. Tuduhan itu harus dilakukan 

dengan lisan, karena apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka 
perbuatan tersebut digolongkan pencemaran tertulis dan dikenakan Pasal 310 ayat 

(2) KUHP.  

Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum, 
cukup apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk 

menyiarkan tuduhan tersebut.  
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Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk 

penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP. Pengertian “penghinaan” dapat 
ditelusuri dari kata “menghina” yang berarti “menyerang kehormatan dan nama 

baik seseorang”. Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan 
kehormatan disini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam 
pengertian seksualitas. Perbuatan yang menyinggung ranah seksualitas termasuk 

kejahatan kesusilaan dalam Pasal 281-303 KUHP Penghinaan dalam KUHP 
terdiri dari pencemaran atau pencemaran tertulis (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), 

penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317) dan 
tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318). 

 

METODE PELAKSANAAN 

Kegiatan ini akan dilakukan di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia 

(UPMI) Medan. Dalam kegiatan ini akan melibatkan seluruh mahasiswa di 
lingkungan Universitas Darma Agung Medan Universitas Pembinaan Masyarakat 
Indonesia (UPMI) Medan. Dalam kegiatan ini diharapkan peserta mempunyai 

kemauan untuk mengikuti sosialisasi Penerapan Tindak Pidana Penghinaan 
Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dan 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Universitas Pembinaan 
Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan. 

Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan metode sosialiasi yang dilaksanakan 

dengan cara ceramah, tanya jawab dan konseling tentang Penerapan Tindak 
Pidana Penghinaan Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik 

(UU ITE) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Universitas 
Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan. Secara lebih rinci metode 
kegiatan ini adalah sebagai berikut : 

1. Kegiatan yang dilakukan adalah ceramah singkat, digunakan untuk 
menyampaikan sejumlah informasi, dibantu dengan modul dan media belajar 

keterampilan.  

2. Acara tanya jawab, digunakan selama proses penyuluhan dan konseling. 

3. Kegiatan sosialisasi dan konseling, digunakan untuk memperlihatkan langkah 

kerja setiap materi yang diberikan.  

4. Melaksanakan kegiatan yang mendukung sosialisasi yang dipusatkan di 

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Dalam kegiatan ini semua peserta penyuluhan terlihat antusias dengan materi 
penyuluhan yang diberikan. Hal ini terlihat dari antusiasnya para peserta dengan 
diskusi yang aktif dari awal acara sampai dengan berakhirnya acara. Sehingga 

perlu dilaksanakan setiap tahunnya. 

Untuk penilaian dan kegiatan yang rutin perlu diperhatikan bahwa, penyuluhan ini 

berjalan dengan lancar. Hal ini karena dukungan sepenuhnya oleh pihak kampus, 
tempat berlangsungnya penyuluhan yang berupa sarana dan prasarana penyuluhan 
serta bantuan dalam mengumpulkan peserta penyuluhan. Sehingga kegiatan ini 

sangat bermanfaat sekali dan dilaksanakan sesuai agenda kegiatan sosialisasi 
setiap tahunnya. Sehingga memacu pesert untuk kreatif dan inovatif. 

 

KESIMPULAN 

Kegiatan Sosialisasi tentang Penerapan Tindak Pidana Penghinaan Menurut 

Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dan Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Universitas Pembinaan Masyarakat 

Indonesia (UPMI) Medan dapat berjalan dengan lancar. Semua peserta terlihat 
antusias dan merasakan manfaatnya. Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain: 

1. Dilakukan kesesuaian materi dengan kebutuhan para guru untuk memahami 

tentang Penerapan Tindak Pidana Penghinaan Menurut Undang-Undang 
Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dan Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia 
(UPMI) Medan.  

2. Mengadakan aksi dari respon yang positif dari peserta yang ditunjukkan 

dengan adanya diskusi yang cukup hangat dalam rangka implementasi 
Penerapan Tindak Pidana Penghinaan Menurut Undang-Undang Informasi 

Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dan Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) 
Medan. 
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